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	[bookmark: _gjdgxs]Pertumbuhan ilmu kesehatan atau ilmu kesehatan dengan mempunyai sistem hukum Indonesia dan kode etik profesi kesehatan, diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan kesehatan yang baik. Kemajuan dan perkembangan yang pesat dalam bidang kesehatan telah membawa banyak manfaat dan masalah bagi kehidupan masyarakat modern. Suatu perkembangan yang tidak hanya memerlukan pertimbangan hukum namun juga memberikan solusi berdasarkan kecanggihan teknologi bedah biomedis surrogate mother. Surrogate Mother atau ibu pengganti mengacu  pada  seorang  perempuan  yang  secara  sukarela  setuju  untuk  hamil  dan  mengandung  anak  untuk pasangan lain yang tidak dapat melahirkan anak. Ibu kandung sering kali menggunakan teknologi reproduksi berbantuan,seperti transfer embrio, untuk membuahi sel telur pasangan atau menggunakan sel telur donor dan sperma pasangan. Setelah melahirkan, sang ibu akan memberikan izin kepada pasangan tersebut. Penulis menggunakan jenis metode hukum normatif dan data diperoleh melalui studi literatur. Tujuan penulisan ini ialah untuk mengkaji pengaturan surrogate mother dalam hukum perdata.
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PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam lingkup kesehatan telah menunjukkan beberapa manfaat dan permasalahan dalam kehidupan saat ini. Sama halnya dengan zaman yang seiring pula dengan perkembangan teknologi, penelitian demi penelitian, dilakukan penemuan-penemuan baru yang menandai pembaharuan sejarah peradaban manusia, semuanya dalam usaha meringankan permasalahan yang dihadapi umat  manusia.  Biasanya pasangan yang telah menikah akan menginginkan seorang anak, yang nantinya kehadiran anak menjadikan rumah tangga semakin bahagia. Anak adalah hadiah untuk setiap pasangan suami istri dan dicita-citakan tiap keluarga.
Memiliki keluarga dan memiliki anak merupakan salah satu bagian dari HAM berdasarkan pada UUD 1945. Namun terkadang terdapat beberapa pasangan menghadapi masalah yang tidak terduga sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memiliki anak dengan baik dan semestinya. Sebagai solusinya, mereka biasanya menggunakan berbagai cara, termasuk penggunaan teknologi kesehatan.
Perkembangan yang memerlukan perhatian akhir-akhir ini di bidang hukum adalah bioteknologi yang menitikberatkan pada sisi kemanusiaan yaitu in vitro fertilization atau bayi tabung. Program ini merupakan suatu program yang melibatkan fertilisasi ovum dan sperma. Menurut teknologi kedokteran, di tahun 1970-an program fertilisasi in vitro mulai diketahui lalu diperluas bertujuan untuk memecahkan permasalahan bagi pasangan yang tidak mampu mempunyai keturunan (mandul). Dalam perkembangan IVF yang semakin maju, terbitlah konsep surrogate mother (ibu pengganti/ sewa rahim/ gestational agreement) yaitu seorang perempuan menyanggupi untuk hamil melalui menyewakan rahimnya dan akan melahirkan seorang anak sebagai imbalannya kemudian mengembalikan anak tersebut kepada pasangannya, yaitu pasangan yang tidak dapat mempunyai  anak  karena pihak perempuan tidak dapat mengandung. Surrogate mother dilakukan ketika wanita (istri) tidak ada harapan untuk berhasil hamil, dikarenakan menderita suatu penyakit atau cacat yang menghalangi untuk hamil, melahirkan, serta tidak mempunyai rahim yang terjadi karena tindakan operasi pembedahan ingin mempunyai anak namun mereka tidak mau menanggung beban kehamilan/melahirkan/menyusui/menjaga kecantikannya/telah menopause, dan perempuan yang memanfaatkan rahimnya sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
Seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai perubahan mengenai ibu pengganti, surrogate mother yaitu perempuan yang hamil akibat menyatunya sperma pria dan wanita dari pasangan tersebut di luar rahim istri yang sah dan bayinya dikandung oleh ibu pengganti tersebut. Suatu perjanjian surrogacy dilakukan sebelum disimpannya embrio yang diadakan oleh para pihak terkait. Perjanjian tersebut didalamnya dikatakan bahwa sebelum memberikan calon bayi yang nantinya akan lahir, embrio hanya dititipkan kepada ibu pengganti. Namun perkembangannya telah menimbulkan banyak pertanyaan etika dan hukum yang sebelumnya tidak diantisipasi.
Berdasarkan pendahuluan tersebut, beberapa analisis dan pengkajian diperlukan untuk penulisan jurnal: (1) Bagaimana hukum perdata mengatur surrogate mother? dan (2) Bagaimana hukum pidana mengatur  mengenai tindakan dokter terhadap surrogate mother?

METODE
Metode yang digunakan penulis dalam menulis jurnal ilmiah melibatkan pemusatan perhatian pada penggunaan hukum normatif yang menggunakan macam-macam bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Perundang-undangan, teori hukum dan doktrin para ahli. Melakukan penelitian serta menafsirkan peraturan perundang-undangan, menggabungkan bahan-bahan dari buku, artikel dan jurnal para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan sejenis untuk penelitian lebih lanjut guna memperoleh bahan yang paling penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Surrogate Mother dalam Pengaturan Hukum Perdata
Seorang wanita yang dirinya terikat dengan pasangan suami istri dalam suatu perjanjian disebut dengan sewa rahim. Ketika seorang ibu memberikan rahimnya untuk hamil, maka embrio dari pasangan tersebut ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti, dan setelah lahir, anak tersebut akan diberikan pada pasangan tersebut sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Teknologi reproduksi buatan ini melibatkan pembuahan dengan perbanyakan gamet atau embrio di luar tubuh dan ditanamkan ke dalam tubuh manusia.
Peraturan hukum perdata mengatur mengenai surrogate mother dikaitkan dengan perjanjian sewa Rahim. Penyewaan rahim telah diatur dalam KUHPerdata . KUHPerdata menjelaskan definisi perjanjian lebih tepatnya di Pasal 1313 yang menyatakan bahwa, “Suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sementara landasan dari sebuah penyewaan ada di Pasal 1548 KUHPerdata yang menyatakan, “Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang, selam waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, dan pihak yang tersebut belakangan disanggupi pembayarannya”. 
Secara kerangkanya, sebuah kesepakatan ialah susunan kalimat berisikan janji-janji dan komitmen-komitmen secara lisan atau tertulis. Atau dapat pula disebut dengan kesepakatan, yaitu salah satu syarat keabsahan perjanjian yang sangat penting dalam proses terciptanya perjanjian karena pihak terkait di dalamnya diharuskan guna memperoleh kemufakatan atau persetujuan terkait pokok-pokok perjanjian tersebut. Perjanjian sebagai kontrak adalah perjanjian yang memuat akibat-akibat hukum yang wajib ditepati pihak lain dan berdampak pada terpengaruhi hukum yang mengatur harta setiap individu dan terikat dalam perjanjian tersebut.
Pasal 1338 KUHPerdata mengatur mengenaisStatus surrogate mother, menegaskan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Tiap kontrak atau perjanjian harus dipenuhi 4 (empat) syarat ini, jika tidak maka keabsahannya tidak dianggap:
a. Kesepakatan para pihak 
Adanya kesepakatan yang bebas dan sukarela (tanpa kekhilafan, paksaan, atau penipuan) antara pihak-pihak tentang hal utama yang disyaratkan dalam perjanjian.
b. Para pihak yang cakap
Subjek perjanjian ini berupa orang atau badan hukum. Pada prinsipnya, dalam membuat perjanjian, setiap orang harus memiliki kemampuan. Tentang cakap atau tidaknya seseorang terdapat di Pasal 1330 KUHPerdata.
c. Pokok persoalan tertentu
Perjanjian ini merinci pada objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak, yaitu prestasi, setidaknya menentukan jenis barang yang disebutkan dalam perjanjian dan apakah barang tersebut dapat diperdagangkan.
d. Adanya causa yang tidak terlarang
Sebab (causa) tidak halal jika berlawanan dengan peraturan-peraturan yang ada.
Syarat obyektif terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdata, “suatu sebab yang tidak dilarang”. Lalu pada Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan secara rinci yakni, “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Pasal 127 ayat (1), praktik ibu pengganti (surrogate mother) secara tegas dilarang berdasarkan syarat sahnya perjanjian. Pasal ini menjelaskan bahwa pasangan suami istri hanya dapat mencoba usaha untuk hamil selain alamiah. Usaha ini harus dilangsungkan perangkat kesehatan dengan menjalankan tupoksinya serta izin dalam melaksanakannya, serta hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu. Jika persyaratan obyektif tidak dipenuhi, kesepakatan yang telah ada tidak dapat dilaksanakan. Keadaan tersebut diartikan sedari awal kesepakatan dianggap tidak pernah dilaksanakan.
Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Tindakan Dokter dalam Surrogate Mother 
Ketika menetapkan kaitan sebab akibat antara perbuatan dan larangan, perlu diperhatikan bahwa larangan mengacu pada suatu perbuatan, atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang, sementara ancaman pidana tertuju kepada orang yang memulai kejadian tersebut. Karena dianggap melanggar hukum, suatu tindakan dilarang secara normatif. Melawan hukum bukan hanya berarti melanggar hukum, namun juga melanggar prinsip-prinsip yang ada di penduduk. Oleh sebab itu, unsur perbuatan melawan hukum kerapkali dihadapkan dengan unsur kesalahan. Perbuatan melawan hukum melibatkan kesalahan yang tidak hanya merupakan kesalahan hukum tetapi juga kesalahan sosial. Melakukan sewa rahim merupakan tindakan tidak biasa yang merupakan kesalahan moral, walaupun tidak semua kesalahan moral dihukum secara hukum.
Sejumlah pakar hukum berpendapat bahwa hukum pidana berfungsi sebagai landasan dalam menetapkan tindakan yang bisa dikenai sanksi. Simons menjelaskan bahwa hukum pidana terdiri dari segala perbuatan kebolehan (gebod) dan yang dilarang (verbod) yang dilakukan oleh Negara atau pejabat lainnya yang dapat akan menyebabkan penderitaan khusus, yaitu pidana. Simons berpendapat sesungguhnya perbuatan yang dapat diancam merupakan PMH yang biasanya dilaksanakan oknum yang sanggup melakukan tanggung jawab adalah rumusan delik yang relevan dalam hal surrogate mother.
Berdasarkan penjelasan di atas, yang termasuk kedalam delik : 
a. ancaman pidana; 
b. melanggar peraturan-peraturan yang ada;
c. dilakukan oleh orang yang melanggar; dan
d. seseorang dianggap bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. 
Masih belum terdapat undang-undang yang dapat mengadili pelaku sewa rahim. Ibu pengganti adalah contoh nyata dari permasalahan hukum, khususnya dalam hukum pidana, yang hingga saat ini belum memiliki peraturan yang ketat. Oleh karena itu, penemuan hukum yang interpretatif diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memberikan solusi. yang menurut Sudikno Mertokusumo, hakim harus menelusuri hukum dan menemukan hukum lantaran undang-undang tersebut tidak sepenuhnya atau samar-samar. Selain itu, hakim patut mampu melakukan penemuan hukum.
Landasan dan tujuan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah pembangunan kebugaran yang berlandaskan prinsip – prinsip yang ada. Apabila melihat landasan dan tujuan tersebut, Undang-Undang ini melarang penggunaan ibu pengganti atau penyewaan rahim. Beberapa ketentuan perundang-undangan menyatakan bahwa prosedur medis surrogate mother menurut aturan tidak boleh dilakukan kecuali terikat secara sah dalam suatu perkawinan. Konsep ini mengatakan bahwa jika setiap perbuatan melampaui apa yang diperbolehkan oleh undang-undang merupakan pelanggaran hukum, dan sanksi administratif dan pidana hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan tersebut sesuai dengan urutan perkawinan yang sah.
Dokter mengetahui dan bertindak sesuai dengan unsur kesengajaan saat melakukan tindakan medis terhadap ibu pengganti. Dalam teori kehendak, kesengajaan didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan tindakan yang ditetapkan secara hukum. Oleh sebab itu, tindakan dokter dan/atau tindakan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan medis kepada ibu pengganti adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, karena tindakan itu dilakukan secara sadar, diyakini benar, dan menginginkan hasil yang harapannya terjadi.
Memasukkan sperma pria pada seorang Perempuan yang belum terikat pernikahan, dengan artian dia bukan istri laki-laki, sama seperti tindakan perempuan yang menjadi aturan hukum yang diatur dalam Pasal 284 KUHP jika dikonstruksi dengan penafsiran secara luas, dengan mengutip penafsiran tujuan umum tersebut bukan sekedar untuk mengesahkan dapat atau tidaknya dilakukan tindakan ibu pengganti secara medis, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjamin. KUHP dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan hukum terhadap pelaku ibu pengganti di Indonesia.
Penerapan struktur hukum mengenai perbuatan medis ibu pengganti (surrogate mother) dimaksudkan untuk mempertegas secara hukum bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan zina. Pasal 284 KUHP mendefinisikan perzinahan, yang menganggap hubungan pria dan wanita telah menikah, karena hakikat perzinahan bukanlah mengenai organ atau organ reproduksi, melainkan ditemukannya cairan pria di dalam organ seorang perempuan yang belum menikah secara sah. Oleh karena itu, Pasal 284 KUHP menetapkan tindakan surrogate mother  didakwa dan dituntut atas tindakannya.

KESIMPULAN
Perkembangan yang memerlukan perhatian akhir-akhir ini di bidang hukum adalah bioteknologi yang menitikberatkan pada sisi kemanusiaan yaitu in vitro fertilization atau program bayi tabung. Seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai perubahan mengenai ibu pengganti, surrogate mother yaitu perempuan yang hamil akibat menyatunya sperma pria dan wanita dari pasangan tersebut di luar rahim istri yang sah dan bayinya dikandung oleh ibu pengganti tersebut. Dalam hukum perdata, surrogate mother dikaitkan dengan perjanjian sewa rahim. KUHPerdata menegaskan segala sesuatu berkenaan sewa rahim. Status surrogate mother diatur oleh Pasal 1338 KUHPerdata. Ketika persyaratan obyektif belum dipenuhi, suatu kesepakatan menjadi belum ada dilaksanakan atau batal demi hukum. Keadaan tersebut diartikan sedari awal perjanjian tidak pernah dilaksanakannya suatu kesepakatan. Masih belum ada undang-undang yang dapat mengadili pelaku sewa rahim. Ibu pengganti adalah merupakan contoh nyata yang  masuk unsur pidana, yang hingga saat ini belum memiliki peraturan yang ketat.  Memasukkan sperma pria ke organ perempuan yang bukan muhrim, dengan artian dia bukan istri laki-laki, sama seperti tindakan perempuan yang menjadi aturan hukum yang diatur dalam Pasal 284 KUHP jika dikonstruksi dengan penafsiran secara luas, dengan mengutip penafsiran tujuan umum tersebut bukan sekedar untuk mengesahkan dapat atau tidaknya dilakukan tindakan ibu pengganti secara medis, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjamin. KUHP dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan hukum terhadap pelaku ibu pengganti di Indonesia.
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